Karangan Bunga Berisi Kritikan
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PINTU masuk kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak dipenuhi karangan bunga,
Senin (6/1). Meski ucapan pembuka tertulis kata selamat dan sukses, namun 35 karangan bunga
tersebut berisi kritik, aspirasi, dan keluhan masyarakat Kabupaten Berau yang saat ini
mengeluhkan tingginya tarif air bersih.

Dalam orasinya simpatisan yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau
(KPMKB) Samarinda tersebut menyoroti kenaikan tarif air bersih sejak Desember 2024 yang
dinilai tidak sesuai ketentuan dan mencekik masyarakat Batiwakkal.

"Bayangkan sebelumnya bayar cuma Rp200 ribu, tiba-tiba Rp500rb. Bahkan ada yang Rp2-4 juta
lebih. Apa masuk akal?" Kata Oki, Koordinator Lapangan (Korlap Aksi).

Kenaikan tarif air bersih yang disampaikan langsung oleh pihak Perumdam Batiwakkal juga
mereka soroti.

Sebab, keabsahan Surat Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan
Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Tahun 2024-2025
perlu dipertanyakan.

Pasalnya, SK tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Sri Juniarsi Mas pada 29 September
2024.

"Sementara beliau cuti kampanye sejak 22 September 2024. Sementara saat dikonfirmasi beliau
juga tidak merasa pernah tanda tangan. Jelas ini maladministrasi'," tegas OKki.

Dengan segala tanya dan membawa keresahan masyarakat Berau, dalam orasi ini KPMKB
menuntut tiga hal. Pertama, mendesak Pj Gubernur Kaltim untuk berkoordinasi dengan Bupati
Berau agar segera mencopot Dirut PDAM Batiwakkal.

Kedua, mendesak Pj Gubernur Kaltim untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Kalimantan
Timur untuk memeriksa keabsahaan Surat Lampiran II Keputusan Bupati terkait Kenaikan Tarif



Air PDAM Batiwakkal yang ditandatangani di masa cuti yang diduga maladministrasi untuk
diproses hukum.

Ketiga, mendesak Pj Gubernur Kaltim untuk berkoordinasi dengan Kejati Kaltim untuk mengusut
dugaan korupsi di lingkungan PDAM. "Kami memberi waktu tiga hari. Kalau tidak ada tanggapan
kami akan membawa karangan bunga kritikan dan massa yang lebih banyak lagi," tegas Oki.

Kurang lebih 1 jam berorasi, para mahasiswa ini akhirnya ditemui langsung oleh Kabag Kerja
Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kaltim, Agung Masuprianggono. Ia mengatakan
aspirasi para mahasiswa telah didengarkan untuk segera disampaikan kepada pimpinan.

Agung MS mengatakan bahwa Pemprov baru mengetahui adanya persoalan tersebut di hari
penyampaian aspirasi ini.

“Aspirasi sudah kita dengarkan. Harap bersabar karena nanti pimpinan yang mengambil keputusan
dan memberi tanggapan," ujar Agung.

Kendati demikian pihaknya menegaskan kebijakan apapun harus berpegang pada pedoman yang
berlaku. "Karena dalam negeri, Pemprov, Kabupaten, maupun Kota semua melalui mekanisme
dan harus menghasilkan hal yang baik bagi masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan setelah adanya aduan, Pemprov Kaltim akan menyurati daerah yang mendapat
sorotan. "Tapi kami di sini hanya memfasilitasi saja tidak dalam konteks memutuskan. Keputusan
tetap di pimpinan (Gubernur)," pungkasnya. (ave)
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Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Air Permukaan yang
selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, pelanggan wajib:

a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b. menghemat penggunaan air minum;
c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, tarif air minum yang selanjutnya
disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah
untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh
BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.

! Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.



